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Abstrak 

Tujuan  penelitian untuk  Menilai Pengaruh Program Anak Ceria JIPAT terhadap penguatan tata 

kelola kebijakan publik dan pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan produktif di tingkat 

administrasi public dalam hal Pelayanan pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya 

tujuan, dan perubahan nyata. Metode  penelitian kualitatif dengan melalui beberapa teknik diantaranya 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian  ini  dikaitkan  dengan  kajian  Teori Sutrisno 

(2007: 125- 126) yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas antara lain pemahaman program, tepat 

sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata setra Mengacu pada pendapat Sabatier 

(1986: 21-48) dalam (Akib, 2010), mengenai dua model yang berpacu dalam tahap formulasi 

kebijakan, yakni model top down dan model bottom up, penulis menganggap bahwa refleksi kedua 

model tersebut dapat ditunjukkan pada tahap implementasi kebijakan dalam wujud yang sentralistik 

dan desentralistik, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas implementasi program Anak Ceria 

JIPAT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum sudah berjalan dengan baik dan 

efektif. Namun masih belum menunjukan Good Public Policy Governance hal ini ditunjukan masih 

ada beberapa indikator dalam Implementasi belum maksimal. Dilihat dari pemahaman program, tepat 

sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelaksanaan Program 

Anak Ceria JIPAT.  

Kata kunci: Implementasi Program, Anak Ceria, JIPAT, Good Public Policy Governance. 

 

Abstract 

The research aims to assess the impact of the "Anak Ceria JIPAT" program on strengthening the 

governance of public policy and effective, efficient, and productive decision-making at the level of 

public administration in terms of program understanding, target accuracy, timeliness, goal 

achievement, and tangible changes. The research method used is qualitative, employing various 

techniques, including observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used 

are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research is related to Sutrisno's 

theory (2007: 125-126), which states that the measures of effectiveness include program 

understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible changes. Referring to 

Sabatier's (1986: 21-48) two competing models during the policy formulation phase, namely the top-

down and bottom-up models, the author believes that the reflection of these models can be seen in the 

policy implementation phase in both centralized and decentralized forms. The research results indicate 

that the effectiveness of implementing the "Anak Ceria JIPAT" program at the Department of 

Population and Civil Registration has generally been running well and effectively. However, it has not 

yet demonstrated Good Public Policy Governance, as there are still several indicators in the 

implementation that are not yet optimal. This can be seen from the understanding of the program, 

target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible changes in the implementation process of 

the "Anak Ceria JIPAT" program. 

Keywords: Program Implementation, Cheerful Children, JIPAT, Good Public Policy Governance. 

 

PENDAHULUAN 

Pemenuhan kebutuhan adalah proses pemberian layanan, yang mengacu pada tindakan yang 

diambil secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi jika layanan tersebut telah 

menghasilkan sistem yang lebih canggih dengan perangkat keras pendukung yang mumpuni. Kotler 

(2016) mendefinisikan layanan sebagai suatu tindakan atau aktivitas yang mungkin diberikan oleh satu 

pihak kepada pihak lain, pada hakikatnya suatu jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud yang tidak 
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menghasilkan perolehan suatu harta benda. Menurut Loina dalam Brata (2001:138), pelayanan adalah 

suatu proses menyeluruh untuk mengembangkan citra perusahaan, baik melalui media berita, secara 

internal, atau dengan berbagi sudut pandang perusahaan dengan pihak lain yang berkepentingan dan 

pengambil keputusan. Pelayanan didefinisikan oleh Kasmir dalam Rahman (2017) sebagai kegiatan 

atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memuaskan kliennya. Sedangkan menurut Mulyono 

dalam(Rahman,2017)”Pelayanan adalah rasa (Menyenangkan atau tidak menyenangkan) yang oleh 

penerima pelayanan pada saat memperoleh pelayanan”. 

Menurut Tjiptono dalam (Royana,2013)”Pelayanan (Service) bisa dipandang sebagai sebuah 

sistem yang terdiri dari atas dua komponen utama yakni service operation yang kerap kerap kali tidak 

tampak atau tidak diketahui keberadaanya oleh pelanggan(back office atau backstage) dan service 

delivery yang biasa tampak (visible) atau diketahui pelanggan(Sering disebut pula front office atau 

frontstage)” (Armaniah et al., 2019). Dengan demikian, terdapat sebuah konsekuensi logis bagi 

organisasi publik sebagai entitas pelayanan publik yaitu diterapkannya prinsip pelayanan dengan 

berbasis indikator efektif, efisien dan produktif serta tidak lagi menerapkan prinsip-prinsip yang “asal 

terlayani” kepada publik. Tuntutan inovasi dalam organisasi publik dan pemerintah pusat serta daerah 

memerlukan perhatian yang lebih serius dan harus dilakukan secara terintegratif dan simultan. Hal ini 

disebabkan karena inovasi yang dilakukan secara terintegratif dan simultan memiliki daya sebar yang 

berpengaruh terhadap seluruh bagian dalam organisasi.  

Inovasi yang dilakukan secara parsial hanya akan berpengaruh terhadap bagian tertentu dalam 

organisasi dan kurang memberikan efek dan impact factor terhadap visi dan misi organisasi, pelayanan 

publik masih saja menjadi permasalahan yang sering menjadi pusat perhatian serta sangat sulit dalam 

mencari solusinya, padahal pelayanan merupakan hak konstitusi setiap warga Negara yang telah di 

pertegas dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan UU tersebut sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pelayanan harus mampu dalam memenuhi kebutuhan setiap warga 

negaranya, karena pelayanan merupakan hal yang sangat penting yang menyangkut 

kepentingankepentingan berbagai pihak. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban tidak hanya 

mengatur dan menetapkan prosedur-prosedur saja, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang 

efektif, efisien dan produktif sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang di berikan.  

Pengertian implementasi di dalam studi kebijakan publik, dikatakan bukan sekedar bersangkut 

paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin 

melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, 

keputusan dan siapa dan apa yang didapat dari suatu kebijaka, implementasi merupakan aspek yang 

penting dari proses kebijakan, dimana menurut Nugroho (2009, h 494) implementasi pada prinsipnya 

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat meancapai tujuanya. Terdapat dua pilihan dalam 

mengimplementasikannya, yakni langsung mengimplementasikannya dalam bentuk progaram, 

sedangkan yang kedua adalah melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut 

(Bahri, 2020). Pada dasarnya kebijakan sendiri pelaksanaannya dapat dikatakan berhasil, atau gagal. 

Penilaian suatu kegagalan kebijakan berdasarkan pada penjelasan Hogwood dan Gunn (1986) 

dalam Abdul Wahab (2012, h. 128) yang 20 menyatakan terdapat pembagian pengertian kegagalan 

kebijakan ke dalam dua katogori besar, yakni tidak terimplementasikan, dan implementasi yang tidak 

berhasil, pemahamam tidak terimplementasikan, berarti suatu kebijakan tersebut tidak dilaksanakan 

sesuai dengan rencana, dimungkinkan karena pihak-pihak terlibat di dalam pelaksanaanya tidak mau 

berkerja sama, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, kemungkinan 

permasalahan yang dihadapi diluar jangkauan kekuasaan pihak implementasi/pelaksana. Sehingga 

seberapapun gigihnya dalam mengimplementasikan hambatan-hambatan yang tidak sanggup untuk 

ditanggulangi. Sementara implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan 

tentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak 

menguntungkan, yang kemudian kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil 

dikehendaki. 

Salah satu pandangan dari seorang pakar ahli terbaik dengan proses implementasi adalah Van 

Mater dan van Horn (1978) dalam Abdul Wahab (2012, h. 135) yang merumuskan proses 

implementasi sebagai berikut: “Tindakan-tindakan Yang dilakukan baik oleh 

individual/penjabatpenjabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Pandangan Van Mater dan Van Horn 

(1978) tersebut berorientasi pada tindakan para penjabat dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan 
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dalam pembuatan keputusan kebijakan, pendapat tersebut dalam Abdul Wahab 21 (2012, h. 135) 

ditanyakan sebagai upaya pengimplementasian sebuah kebijakan yang memerlukan adanya tindakan-

tindakan, diwujudkan dalam bentu kegiatan dalam mengimplementasikannya. 

Melatarbelakangi tuntutan layanan adminduk yang tertib, cepat dan tepat. Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga membuat inovasi yaitu Program  Anak Ceria JIPAT. 

Program ini merupakan program yang bertujuan memudahkan  pengurusan dokumen KK, Akte 

Kelahiran, Kartu Identitas Anak, serta BPJS Kesehatan yang diperlukan untuk pasien yang melahirkan 

di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan Dinpendukcapil Purbalingga. 

Bagi pemohon yang mengikuti program Anak Ceria Jipat cukup melampirkan persyaratan Nama Bayi, 

Buku Nikah Asli, KTP Kedua Orang Tua Asli, dan Kartu Keluarga Asli yang diserahkan di Rumah 

Sakit/Puskesmas tempat pemohon melahirkan. Acara Launching program Anak Ceria JIPAT yang 

dilaksanakan di Pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti selaku Sekda 

Purbalingga  mengatakan “ada beberapa keluarga yang lupa atau terlambat untuk mengaktifkan 

kepesertaan BPJS kesehatan bayi yang baru lahir dan hanya mengurus tiga surat bagian administrasi 

kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran. 

Padahal, ada satu berkas yang tidak kalah penting yaitu BPJS sehingga diperlukan integrasi dan 

Kolaborasi yang memudahkan ketika melahirkan, Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, 

kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat 

secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari 

sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling 

memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. (CIFOR/PILI, 2005). Konsep 

kolaborasi didefinisikan juga digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang 

dilakukan pihak tertentu.  

Sekian banyak pengertian yang dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun 

berdasarkan prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, 

dan tanggung jawab. Namun demikian kolaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan apa yang 

sebenarnya yang menjadi esensi dari kegiatan ini. Berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000), 

kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha penggambungkan pemikiran. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dikemukanan oleh Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu 

proses berfikir dimana pihak yang terklibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah 

serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan padangan mereka terhadap apa yang 

dapat dilakukan. 

Rumah Sakit yang sudah bekerjasama di antaranya RSUD Goeteng Taroenadibrata,RS Panti 

Nugroho, RS At-tin Husada RS Siaga Medika, RS Ummu Hani, RSU Nirmala dan RS PKU 

Muhammadiyah Purbalingga. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan MoU antara Pemkab 

Purbalingga, RS baik negeri maupun swasta di lingkungan Kabupaten Purbalingga dan BPJS kantor 

perwakilan Purwokerto.  

Suatu program yang dijalankan dapat dikatakan efektif apabila mampu memenuhi target yang 

telah di tetapkan. Untuk menilai efektivitas suatu program perlu dilakukan agar dapat mengetahui 

sejauhmana dampak dan manfaat yang di hasilkan oleh program tersebut. karena efektifnya suatu 

program merupakan gambaran keberhasilan organisasi dalam tercapainya sasaran yang telah 

ditetapkan yang telah dilaksanakan, sehingga melalui pengukuran efektivitas ini dapat menjadi 

pertimbangan mengenai program tersebut. Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas 

dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, yaitu sebagai berikut: 1) Ketepatan Waktu, merupakan 

dasar dalam menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam sebuah 

organisasi tetapi juga dapat memberikan dampak berupa kegagalan terhadap suatu aktivitas organisasi. 

Apabila mampu menggunakan waktu secara tepat maka akan mampu menciptakan efektivitas 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; 2) Ketepatan perhitungan biaya, 

berhubungan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, yang berarti tidak terjadi kekurangan juga 

kelebihan dalam pembiayaan sampai tiba saatnya kegiatan terlaksana dan diselesaikan dengan baik. 

Ketepatan dalam hal biaya merupakan komponen dasar dari efektivitas; 3) Ketepatan dalam 

pengukuran, merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang merupakan tanggung jawab 

dalam suatu organisasi; 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan, dalam menentukan pilihan tidaklah 

merupakan suatu persoalan yang mudah dan bukan hanya suatu aktivitas organisasi, begitu juga 
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sebaliknya jika sasaran yang ditentukan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan 

kegiatan tersebut. 

Untuk mengukur efektivitas program menurut sutrisno (2007: 125- 126) menidentifikasi hasil 

studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :1) Pemahaman 

program, dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program;2) Tepat Sasaran, 

dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan;3) Tepat Waktu, dilihat dari 

sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan; 4) 

Tercapainya Tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan;5) 

Perubahan Nyata, diukur dengan melalui sejauhmana program tersebut mampu memberikan suatu efek 

atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat. 

 

METODE 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2023 selama satu 

minggu. Kantor Kepala Desa Losari, RSUD Panti Nugroho Purbalingga, dan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga semuanya berpartisipasi dalam penelitian ini. Program 

Anak Ceria JIPAT Perspektif Administrasi Publik Menuju Good Public Policy Governance 

dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan peneliti, khususnya pemantauan efektivitas program 

dan lokasi. Peneliti lebih mudah mengumpulkan data objektif saat melakukan penelitian ini karena 

metode ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan 

menggunakan data dari peristiwa yang diteliti atau dianalisis. Penelitian deskriptif digunakan, 

menawarkan ringkasan berdasarkan fenomena.  

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik diantaranya 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan 

pengamatan secara langsung dilapangan yaitu pertama peneliti melakukan pengamatan seperti apa 

kondisi lapangan dan pelaksanaan program anak ceria JIPAT, serta bagaimana pelaksanaan 

pelayanannya menurut para informan yang terkait di lokasi penelitian. Adapun Wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan informan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara 

langsung melalui daftar pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya. Adapun Dokumentasi yang 

dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, 

dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini peneliti 

mengambil dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, dokumentasi yang akan 

diambil yaitu berbentuk foto. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan pengabsahan data dengan menggunakan hasil 

triangulasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Studi Kasus - Efektivitas Implementasi Program Anak Ceria JIPAT 

Ruang Lingkup Program Anak Ceria Jipat meliputi pelayanan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, 

Kartu Identitas Anak dan pembuatan atau pendaftaran kepesertaan JKN-KIS pada bayi baru lahir bagi 

Pasien Penduduk Kabupaten Purbalingga. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran 

Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan 

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dokumen Kependudukan adalah 

Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai 

alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat 

data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu 

Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak 

yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah 

terdaftar sebagai Peserta penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung 

sejak tanggal 18 Desember 2018.  

Untuk bayi baru lahir di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan 

Dipendukcapil bisa langsung mendaftarkan permohonan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, 

Kartu Identitas Anak dan pembuatan atau pendaftaran kepesertaan JKN-KIS, dengan melampirkan 



Communnity Development Journal                               Vol.4 No. 6 Tahun 2023, Hal. 13052-13059 

 

P-ISSN 2721-5008| E-ISSN 2721-4990                                                                                           13056 

beberapa persyaratan seperti : KTP Kedua Orang Kandung (Penduduk Kabupaten Purbalingga), Buku 

Nikah Asli, Kartu Keluarga Asli, Surat Keterangan Melahirkan (dari Buku KIA) yang berisi data bayi 

baru lahir dan ditandatangani oleh Petugas Kesehatan yang membantu proses melahirkan. Proses / 

Alur Pelayanannya adalah sebagai berikut: 

1. Petugas Program Anak Ceria Jipat akan menerima, memverifikasi, dan validasi data permohon. 

2. Petugas memasukkan data diri Kedua Orang tua dan Bayi Baru Lahir ke Aplikasi Anak Ceria 

Jipat. 

3. Petugas scan dokumen diatas dan di upload ke Aplikasi Anak Ceria Jipat. 

4. Petugas mencetak Formulir Pelaporan Kelahiran (Formulir F.2-01) dari Aplikasi untuk 

selanjutnya ditandatangani oleh Pelapor dan mengetahui Kepala Desa. 

5. Petugas upload Formulir F.2-01 yang sudah di tandatangani diatas. 

6. Petugas Mencetak Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, kepesertaan JKN-KIS, dan Kartu Identitas 

Anak 

Suatu program dikatakan efektif jika usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil 

yang diharapkan. Junia (2010:26) efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat dalam melihat 

sasaran, sejauh mana sasaran program telah ditetapkan. Suatu program atau kegiatan dapat di katakan 

efektif apabila mampu memberikan efek, akibat, pengaruh, hasil, dan tentu memberikan kepuasan 

terhadap masyarakat. Penilaian efektivitas ini dapat menjadi hasil akhir terkait kelanjutan program 

tersebut, dalam mengukur tingkat efektivitas, teori yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu teori 

dari Sutrisno (2007: 125- 126) yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas antara lain pemahaman 

program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Dalam penelitian ini 

penulis akan berfokus pada Efektivitas Implementasi Program Anak Ceria JIPAT Di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan teori dari Sutrisno 

dalam mengukur efektivitas. 

1. Pemahaman Program  

Pemahaman program yaitu melihat bagaimana program Anak Ceria JIPAT dapat membuat pihak 

yang terlibat mampu mengetahui tugas dan tanggungjawabnya serta masyarakat mengetahui dan 

memahami maksud dari program yang dilaksanakan, dalam hal ini dibutuhkan peranan para 

perangkat daerah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga informasi mengenai 

Program Anak Ceria Jipat dapat tersampaikan secara menyeluruh. 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa pihak pelaksana di Rumah Sakit 

telah memahami akan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka 

masing-masing selain itu masyarakat juga telah memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan 

dalam pembuatan akta kelahiran, Namun dalam wawancara kepada Perangkat Desa ditemukan 

hasil wawancara bahwa seringkali masyarakat yang membawa Formulir Pelaporan Kelahiran 

(Formulir F.2-01) tanpa melampirkan berkas pendukung lainnya, padahal Desa juga 

membutuhkan berbagai berkas persyaratan itu sebagai bukti administrasi bayi baru lahir.  

2. Tepat Sasaran 

Dalam Implementasi program yang ingin dilihat adalah ketepatan sasarannya apakah sudah sesuai 

dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya atau sebaliknya. Oleh karena itu, keberhasilan 

sangat berpengaruh dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa Program Anak Ceria Jipat dapat 

dikatakan efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan yaitu mampu melampaui target 

nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan memanfaatkan program/inovasi tersebut. 

 

 
Gambar 1. Data PDAK Kemendagri 
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Disdukcapil Kabupaten Purbalingga 

3. Tepat Waktu  

Tepat waktu yaitu dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat 

dilihat dari kemampuan aparat Dinas maupun pihak yang berkolaborasi dalam menyelesaikan 

tugas dengan sarana yang memadai. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai 

bahwa Program Anak Ceria Jipat belum sepenuhnya tepat dan sesuai waktu yang diharapkan.  

Ketepatan waktu dalam Program Anak Ceria Jipat dalam hal ini belum dapat dikatakan efektif 

karena adanya berbagai kendala yang terjadi, yaitu adanya gangguan koneksi jaringan, terdapat 

masyarakat yang belum memenuhi persyaratan dalam mengurus akta kelahiran, serta masih belum 

efektif waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian Formulir Pelaporan Kelahiran (Formulir F.2-

01) dari Sektor Desa ke Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan yang sudah bekerjasama dengan 

Dipendukcapil terkait Program Anak Ceria Jipat, seperti kita ketahui ada beberapa kecamatan dan 

desa yang jaraknya jauh dari Rumah Sakit di kabupaten Purbalingga, kendala seperti ini yang 

membuat prosesnya menjadi lama sehingga penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang 

diharapkan. 

4. Tercapainya Tujuan 

Perubahan nyata yang dimaksud yaitu melihat bahwa sejauhmana Program Anak Ceria Jipat dapat 

memberikan dampak serta perubahan yang nyata bagi pemerintah daerah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa Program Anak Ceria Jipat belum 

dapat dikatakan efektif karena hanya mampu memberikan perubahan nyata kepada pihak yang 

berkolaborasi, yaitu mampu memberikan perubahan keadaan, baik dari keadaan sulit menjadi 

lebih baik. Tetapi disisi lain perubahan belum dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat yang 

berdomisili jauh dan melahirkan di Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan yang berada di kota 

Purbalingga. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas implementasi program Anak Ceria JIPAT pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil secara umum sudah berjalan dengan baik dan efektif. Namun masih belum 

menunjukan Good Public Policy Governance hal ini ditunjukan masih ada beberapa indikator dalam 

Implementasi belum maksimal. Berdasarkan indikator pada pengukuran efektivitas pada Program 

Anak Ceria JIPAT dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, 

dan perubahan nyata dalam proses pelaksanaan Program Anak Ceria Jipat dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: Pemahaman program, menunjukkan bahwa pihak pelaksana telah memahami akan tugas dan 

tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing - masing selain itu 

masyarakat juga telah memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan akta 

kelahiran.  

Tepat Sasaran, dapat dikatakan efektif dalam Implementasi capaian sasaran yang telah 

ditentukan yaitu mampu melampaui target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan 

memanfaatkan sistem kolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah terkait. Ketepatan waktu, 

menunjukkan belum dapat dikatakan efektif karena terdapat hambatan yang dirasakan oleh beberapa 

pihak dalam mengurus akta kelahiran diantaranya masalah koneksi jaringan yang tidak stabil, masih 

belum efektif waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian Formulir Pelaporan Kelahiran (Formulir 

F.2-01) dari Sektor Desa ke Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan dikarenakan jarak tempuh dari desa 

yang bersangkutan ke fasilitas Kesehatan yang jauh sehingga proses penyelesaian akta kelahiran tidak 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Tercapainya tujuan, belum berjalan dengan baik peneliti 

menemukan masih adanya SOP yang menghabat bagi masyarakat dalam mengurus akta kelahiran. 

Perubahan Nyata, menunjukkan belum dapat dikatakan efektif dalam implementasinya karena hanya 

mampu memberikan perubahan nyata kepada pihak yang berkolaborasi, tetapi disisi lain perubahan 

belum dapat dirasakan oleh sebagian Masyarakat. 

 

SARAN 

Untuk meningkatkan keberhasilan program Anak Ceria JIPAT, sejumlah saran perbaikan dapat 

dipertimbangkan: 
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1. Perbaikan Koneksi dan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur jaringan untuk menangani 

masalah koneksi yang tidak stabil agar proses pengurusan akta kelahiran bisa berjalan lancar dan 

cepat. 

2. Optimalisasi Waktu Pengembalian Formulir: Upaya untuk mempercepat pengembalian Formulir 

Pelaporan Kelahiran (Formulir F.2-01) dari Sektor Desa ke Rumah Sakit atau Fasilitas 

Kesehatan bisa dilakukan dengan mengkaji ulang proses logistik dan distribusi. 

3. Sosialisasi Lebih Lanjut: Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk 

meningkatkan pemahaman tentang persyaratan dan prosedur pembuatan akta kelahiran sehingga 

prosesnya bisa lebih cepat dan efektif. 

4. Pembenahan SOP: Membuat perbaikan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

menghambat masyarakat dalam mengurus akta kelahiran agar lebih mudah dipahami dan 

diimplementasikan. 

5. Evaluasi Perubahan yang Diharapkan: Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa perubahan 

yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat dari program ini dapat tercapai secara 

menyeluruh, bukan hanya pada pihak yang berkolaborasi. 

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan program Anak Ceria JIPAT dapat lebih 

efektif dalam mencapai tujuan dan memberikan perubahan yang lebih nyata kepada seluruh 

masyarakat yang menjadi sasarannya. 
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